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BAB VII 
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

 
 
 
7.1  Kebijakan umum 

Kebijakan dan program pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan periode 
tahun 2011-2015 yang dijadikan dasar untuk mengarahkan dan memperkuat visi dan 
misi pembangunan dan nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun, 
diuraikan dalam untuk mewujudkan setiap misi pembangunan, sebagai berikut: 
(1) Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya 
(2) Membangun Sumberdaya Manusia 
(3) Peningkatan Perekonomian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(4) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur 
(5) Melaksanakan Pemerintahan yang baik 
 
Misi Pertama  :  Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya 
 

Arah Kebijakan  

(1) Peningkatan kualitas beragama dalam kehidupan bermasyarakat. 
Kebijakan umumnya adalah : 
a. Meningkatkan kualitas  pembangunan keagamaan. 
b. Peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama 

(2) Peningkatan kerukunan antar dan antara umat beragama. 
Kebijakan umumnya adalah : 
a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat. 
b. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, rukun, damai bagi umat 

beragama. 

(3) Pengembangan kesetiakawanan sosial dan budaya masyarakat. 
Kebijakan umumnya adalah : 
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan 

rentan termasuk komunitas adat terpencil (KAT). 
b. Peningkatan peran kelembagaan sosial dan budaya masyarakat 

(4) Pengembangan kualitas kebangsaan masyarakat. 
Kebijakan umumnya adalah : 
a. Meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan. 
b. Pengembangan dan penguatan wawasan kebangsaan. 

(5) Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak serta lansia. 
Kebijakan umumnya adalah : 
a. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi kebijakan program pembangunan yang resfonsif gender. 
b. Pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. 



 BAB  
VII 

 

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011 – 2015 Page 3 
 

(6) Peningkatan peran pemuda dalam berbagai pembangunan. 
Kebijakan umumnya adalah : 
a.  Revitalisasi gerakan kepemudaan dan gerakan pramuka; meningkatnya 

penguasaan Iptek, jiwa kewirausahaan; dan kreativitas pemuda; meningkatnya 
partisipasi pemuda dan kegiatan organisasi kepemudaan, serta kepeloporan 
pemuda. 

b. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga, melalui peran dan partisipasi 
masyarakat. 

(7) Peningkatan kewaspadaan dini bencana alam dan konflik sosial 
Kebijakan umumnya adalah : 
a. Peningkatan kelembagaan dan pengetahuan aparat dan masyarakat dalam 

kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pembangunan sistem informasi 
bencana serta penanggulangannya. 

b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui 
peningkatan jangkauan/cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 

(8) Pengembangan wadah dan iklim untuk dialog antar serta strata social dan budaya. 
Kebijakan umumnya adalah : 
Pengembangan kelembagaan, sarana sosial dan budaya masyarakat. 

(9) Peningkatan kemampuan masyarakat terhadap penanggulangan penyakit 
masyarakat (pekat).  
Kebijakan umumnya adalah : 
a. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit 

masyarakat 
b. Peningkatan pembinaan lembaga sosial masyarakat berbasis keluarga dan 

PMKS lainnya. 

(10) Pengembangan rasa cinta terhadap budaya daerah. 
Kebijakan umumnya adalah : 
a. Pengembangan budaya asli daerah dan pelestarian budaya daerah. 
b. Pengembangan promosi  pariwisata 

(11) Pengembangan Pemasaran dan detinasi pariwisata. 
Kebijakan umumnya adalah : 
a.  Pengembangan Promosi Wisata Daerah 
b. Pengembangan Objek/daya tarik  wisata Daerah 

 

Misi  Kedua :   Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Produktif dan  
Berdaya saing 

 

Bidang Pendidikan 

Arah Kebijakan  1 : 
Peningkatan dan pemerataan akses disemua  jenis dan jenjang pendidikan, dengan 
kebijakan umumnya adalah : 
(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pendidikan. 
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(2) Peningkatan akses siswa miskin. 
(3) Pembangunan Fakultas Kedokteran 

Arah Kebijakan 2;  
Peningkatan wajib belajar 12 tahun, dengan kebijakan umumnya adalah :  
(1) Peningkatan dan pengembangan pendidikan luar sekolah 
(2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 

 
Arah Kebijakan 3; 
Peningkatan kewirausahaan tenaga pendidik dan peserta didik, dengan kebijakan 
umumnya adalah  : 
(1) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru tenaga pendidik. 
(2) Meningkatkan kewirausahaan tenaga pendidik dan peserta didik. 

Arah Kebijakan 4;  
Pemantapan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dengan kebijakan 
umumnya adalah  : 
(1) Peningkatan rasio SMK menjadi 50%, dan SMU menjadi 50%. 
(2) Meningkatkan pendidikan moral dan etika, sikap dan perilaku (etos kerja, 

kreativitas dan lain-lain). 

Arah Kebijakan 5; 
Pengembangan kreativitas anak didik dalam penelitian terapan, dengan kebijakan 
umumnya adalah : 
Pengembangan wawasan pola pikir ilmiah yang berbasis  penelitian.  

Arah Kebijakan 6; 
Peningkatan kualitas manajemen pendidikan, dengan kebijakan umumnya adalah : 
Pengembangan Sistem Informasi kependidikan 

Arah Kebijakan 7; 
Pengembangan sekolah berstandar nasional dan internasional, dengan kebijakan 
umumnya adalah : 
Pembangunan dan pengembangan sekolah bertaraf internasional. 

Arah Kebijakan 8; 
Peningkatan kesejahteraan pendidik, dengan kebijakan umumnya adalah : 
Meningkatkan kompetensi  tenaga kependidikan. 

Arah Kebijakan 9; 
Peningkatan kemampuan anak didik dalam baca tulis al Qur’an, dengan kebijakan 
umumnya adalah : 
Pengembangan Pengelolaan Pendidikan  Al Qur’an. 

Arah Kebijakan 10; 
Peningkatan    kualitas dan perlindungan tenaga kerja. dengan kebijakan umunya 
adalah   : 
(1) Peningkatan keterampilan dan perluasan kesempatan tenaga kerja. 
(2) Peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja 
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Bidang Kesehatan 

Arah Kebijakan 1; 
Peningktaan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dengan kebijakan 
umumnya adalah : 
(1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Status Gizi 

Masyarakat. 
(2) Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Arah Kebijakan 2; 
Peningkatan     swadaya dan partisipasi masyarakat, dengan kebijakan umumnya 
adalah  : 
(1) Mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat 
(2) Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat. 

Arah Kebijakan 3; 
Peningkatan pembiayaan kesehatan dari swasta, pemerintah dan masyarakat, dengan 
kebijakan umunya adalah  : 
(1) Pengembangan Kerjasama Bidang Pelayanan Kesehatan 
(2) Pengembangan Pembiayaan Pelayanan Publik bidang Kesehatan 

Arah Kebijakan 4; 
Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, dengan kebijakan umumnya 
adalah : 
(1) Pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta 
(2) Peningkatan pengawasan obat dan makanan 

Arah Kebijakan 5; 
Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan, dengan kebijakan umumnya adalah : 
(1) Peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan 
(2) Peningkatan kualitas  sarana kesehatan 

Arah Kebijakan 6; 
Pengembangan sistem jaminan kesehatan, dengan kebijakan umumnya adalah : 
Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat miskin. 

Arah Kebijakan 7; 
Pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit dan 
penyalahgunaan obat terlarang, dengan kebijakan : 
Peningkatan upaya promosi kesehatan  

Arah Kebijakan 8; 
Pembudayaan hidup bersih dan sehat diberbagai lapisan masyarakat, dengan 
kebijakan umumnya adalah  : 
Peningkatan pemahaman pola hidup sehat berbasis keluarga 

Arah Kebijakan 9; 
Pengendalian pertumbuhan penduduk, dengan kebijakan : 
Fasilitasi revitalisasi Keluarga Berencana (KB) 

Arah Kebijakan 10; 
Penurunan angka kematian ibu dan anak, dengan kebijakan umumnya adalah  : 
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(1) Peningkatan Kualkitas dan kuantitas  tenaga kesehatan. 
(2) Penguatan kelembagaan kesehatan Masyarakat 
 
Misi  Ketiga :  Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan  

masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi 
geografis 

 

Arah Kebijakan : 
Pertumbuhan ekonomi 
(1) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, dengan 

kebijakan  umumnya adalah: 
a. Menciptakan kepastian hukum berusaha (selesainya RTRW), dengan cara 

mengusulkan kepada Pemerintah untuk mempercepat proses penyelesaian 
RTRW Provinsi Kalimantan Selatan dan Pulau Kalimantan, agar tercipta 
kepastian hukum untuk berusaha di daerah ini. 

b. Mengembangkan Infrastruktur pendukung yang berkualitas. 
c. Meningkatkan Pelayanan perizinan satu pintu (yang mudah, murah, dan cepat). 
d. Mengembangkan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. 

(2) Memfasilitasi Pengembanganan pelaku usaha guna peningkatkan aktivitas 
ekonomi masyarakat, dengan kebijakan umumnya adalah : 
a. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan sikap kewiraswastaan, 

khususnya bagi UMKM. 
b. Memfasilitasi UMKM dalam pemasaran, permodalan melalui lembaga-lembaga 

keuangan mikro, maupun bahan baku, serta iptek. 
c. Mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota untuk membina dan mendorong 

perkembangan UMKM. 
d. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Rakyat (BUMDR) dalam 

pembangunan daerah. 
e. Memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan. 

(3) Mengembangkan sektor produksi, dengan kebijakan umumnya adalah : 
a. Peningkatan kualitas SDM pemangku kepentingan pertanian  
b. Penerapan Good Farming Practises dalam system produksi sektor pertanian 

dan Perikanan untuk peningkatan jumlah dan mutu produksi pertanian dan 
perikanan. Termasuk untuk mencapai swasembada ternak sapi potong dan 
sumber bibit. 

c. Penerapan Good Handling Practises dan Good Manufacture Practises dalam 
system agribisnis dan mina/aquabisnis untuk meningkatkan jumlah mutu dan 
daya saing produk agro industry. 

d. Efisiensi biaya produksi pertanian (dukungan dalam pengadaan benih/bibit dan 
input lainnya). 

e. Fasilitasi pembiayaan dan pengembangan modal UMKM. 
f. Dukungan bagi sistem tunda jual 
g. Mengembangkan kualitas dan mutu produk pertanian. 
h. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit. 
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i. Mengembangkan Kawasan Agropolitan dan Agribisnis Komoditas Unggulan 
yang didukung dengan pengembangan system mekanisasi dan teknologi 
spesifik lokasi 

j. Mengembangkan Mekanisasi pertanian. 
k. Mewujudkan swasembada ternak sapi potong dan daerah sumber bibit sapi. 
l. Peningkatan produksi dan produktivitas budidaya perikanan dan kelautan. 
m. Upaya pencapaian Jumlah mutu hasil komoditas andalan perkebunan rata-rata 

hingga 95% (sesuai) dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Tahun 2015. 
n. Fasilitasi bagi upaya pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan yang 

berwawasan lingkungan diantaranya dengan mengembangan hasil hutan non 
kayu. 

o. Fasilitasi bagi upaya mengembangkan industri pengolahan berbasis 
sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan berbasis sumberdaya alam 
lokal.  

p. Peningkatan sistem informasi penanaman modal guna menunjang peningkatan 
investasi.  

q. Dukungan bagi upaya penyediaan energi di wilayah pedesaan terpencil.   

(4) Mengendalikan inflasi daerah, dengan kebijakan umumnya adalah : 
a. Penanganan secara seksama  faktor – faktor penyebab timbulnya inflasi yang 

signifikan dengan lebih mengedepankan langkah antisipatif  
b. Memfasilitasi penyediaan pembiayaan pertanian melalui dana cadangan / 

lembaga penjaminan / subsidi bunga atau dalam bentuk lainnya 
c. Melancarkan distribusi barang dan jasa 
d. Bekerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam penanganan faktor penyebab 

inflasi dalam berbagai aspek. 

(5) Menumbuhkan sinergi dalam perencanaan pengembangan industri pengolahan 
dan perdagangan      berbasis sumberdaya lokal, dengan kebijakan umumnya 
adalah  : 
Peningkatan koordinasi perencanaan sektor produksi, industri kecil menengah dan 
akses pasar produknya.  

 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang 

Arah Kebijakan : 

(1) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, dengan kebijakan 
umumnya adalah  : 

a. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dalam 
pengusahaan pertambangan (good minning practice), pengusahaan kehutanan 
(sustainable yield production),pengusahaan perikanan dan kelautan (maximum 
sustainable yield/MSY), pengusahaan perkebunan (sustanable tress); 

b. Meningkatkan perlindungan dan pemulihan sumberdaya alam (rehabilitasi, 
konservasi, restorasi, reklamasi, revitalisasi, transplantasi, restocking); 

c. Membentuk, menetapkan, memperkuat dan meningkatkan kelembagaan 
pengelolaan sumberdaya alam; 
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d. Meningkatkan pembinaan, pencegahan dan pemberantasan illegal minning, 
illegal logging, illegal fishing; 

e. Menguatkan kinerja  kelembagaan dan operasionalisasi penegakan hukum 
terpadu sumber daya alam; 

f. Memberdayakan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam 
secara lestari. 

(2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan kebijakan umumnya adalah  : 
a. Mengkampanyekan dan merealisasikan Gerakan Kalsel Go Green; 

 Mendorong pembangunan hutan kota di setiap ibukota kabupaten / kota 
dan ruang terbuka hijau pada lokasi-lokasi tertentu; 

 Mendorong kerjasama dengan pihak perbankan, swasta, seluruh komponen 
masyarakat untuk menunjang pelaksanaan Kalsel Go Green; 

 Mendorong pelaksanaan penebaran benih ikan (restocking) pada danau dan 
sungai di kabupaten/kota; 

 Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan mangrove baik dalam 
kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan; 

 Melakukan pengembangan lingkungan perkantoran hijau; 

 Menggerakan Gerakan Nasional Menanam Satu Milliar Pohon.  
b. Menyusun sistem informasi tentang lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan berbasis e-environmental ; 
c. Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan 

kebakaran hutan, pencemaran air dan udara; 
d. Mendorong revitalisasi DAS dengan penerapan konsep one river one 

management sebagai upaya menekan sebaran, frekuensi dan volume  banjir 
dan tanah longsor; 

e. Menguatkan kinerja kelembagaan dan operasionalisasi penegakan hukum 
terpadu. 

(3) Mengoptimalkan penataan ruang, dengan kebijakan umumnya adalah : 
a. Membangun kerjasama antara pemerintah daerah secara bertahap, terpadu 

dan sinergis  pada kawasan strategis perkotaan Metropolitan Banjarmasin - 
Banjarbaru- Martapura - sebagian Kabupaten Barito Kuala dan sebagian 
Kabupaten Tanah Laut; 

b. Menyusun rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana rinci 
lainnya  

c. Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang berbasis 
data dan informasi spasial terpadu; 

d. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan operasionalisasi penegakan hukum 
terpadu. 
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Misi Keempat :  Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta Aksesibilitas  
                  Infrastruktur Wilayah 

 
Arah Kebijakan : 
Infrastruktur : 
(1) Mengembangkan sarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan 

kebijakan umumnya adalah : 
Membangun dan mengembangkan  infrastruktur transportasi 

(2) Mengembangkan infrastruktur transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan 
pergerakan orang, barang dan jasa, dengan kebijakan umumnya adalah : 
a. Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi 
b. Peningkatan sistem transportasi antar moda 

(3) Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, 
pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, dengan 
kebijakan umumnya adalah : 
a. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur sumberdaya air 
b. Pengembangan sistem pengamanan daya rusak air 

(4) Meningkatkan kinerja pengelolaan air bersih dan sanitasi, dengan kebijakan 
umumnya adalah  : 
a. Fasilitasi Pengembangan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis 

masyarakat 

(5) Menyediakan infrastruktur publik dan aparatur, dengan kebijakan umumnya 
adalah : 
Pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan, kepemudaan, olah raga, dan 
pendidikan, budaya serta kesehatan.  

(6) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara, dengan 
kebijakan umumnya adalah : 
Melanjutkan tahapan pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi di 
Banjarbaru dan rehabilitasi kantor/rumah jabatan. 

 
 

Misi Kelima : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih 
 

Arah Kebijakan : 

(1) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, 
dengan kebijakan umumnya adalah : 
a. Meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah 

daerah. 

b. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembangunan. 

c. Peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan, perumusan, implementasi 

dan evaluasi pembangunan. 
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d. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi kebijakan dan kinerja pemerintah 

daerah. 

(2) Peningkatan kualitas aparatur di daerah, dengan kebijakan umumnya adalah  : 
a. Penataan dan peningkatan kapasitas aparatur, agar lebih profesional, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik 

bagi masyarakat dan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. 

b. Meningkatkan kesejahteraan aparatur di daerah. 

c. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan keluarga melalui perbaikan 

tunjangan dan diharapkan berdampak positif terhadap kinerja aparatur. 

(3) Peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat dan swasta, dengan 
kebijakan umunya adalah : 
a. Mendorong kabupaten/kota dalam pengalokasian dana pada program dan 

kegiatan pemenuhan  kebutuhan dasar. 
b. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program-program pro-rakyat.  
c. Pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di 

Banjarbaru 

(4) Peningkatan pembangunan perdesaan, dengan kebijakan umumnya adalah  : 
a. Melanjutkan program pemberdayaan masyarakat secara bertahap di 

Kalimantan Selatan. 
b. Mengarahkan program dan kegiatan di seluruh SKPD agar mendukung 

pencapaian program pro-rakyat, MDGs, dan Justice for All. 
c. Pengembangan upaya maharagu kampung membangun desa.  

(5) Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan pendidikan 
serta   penegakan hukum  aspek pemerintahan, dengan kebijakan umumnya 
adalah : 
a. Sosialisasi produk hukum daerah. 
b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum. 
c. Pengembangan pengawasan dan penegakan hukum di daerah 
d. Pengembangan dan penataan hukum daerah. 

(6) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam bidang politik dengan kebijakan 
umumnya adalah : 

a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi,  

b. Peningkatan pendidikan politik di daerah dan penguatan kelembagaan forum 

dialog masyarakat. 

c. Peningkatan peran perempuan dalam politik. 

(7) Peningkatan mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik 
dan mudah, dengan kebijakan umumnya adalah : 
a. Penyediaan sarana penyampaian aspirasi publik 
b. Penanganan pengaduan masyarakat dan pemantapan SOP 

 
(8)  Pembangunan Transmigrasi, dengan kebijakan umumnya adalah : 
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a. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi 
        b. Peningkatan pembinaan wilayah transmigrasi 
 
7.2     Program    Pembangunan    Untuk    Mewujudkan    Misi Pembangunan 

7.2.1  Program    Pembangunan    Untuk    Mewujudkan    Misi Pertama 

Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama: maka program pembangunan yang 
akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
Urusan Pemerintahan Umum, dengan program sebagai berikut : 
(1) Penataan Administrasi Kependudukan 

(2) Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan 

(3) Pembinaan Pendidikan Daerah 

(4) Pembinaan Keagamaan Daerah 

(5) Pembinaan Kesehatan Daerah 

(6) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Daerah 

(7) Pencegahan Penyalahgunaan narkoba 

(8) Pemberdayaan dan Rehabilitasi  eks Penyalahgunaan Narkoba 

(9) Pemberantasan Penyalahgunaan narkoba 

 

Urusan Sosial, dengan program sebagai berikut : 
1. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) lainnya. 

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

3. Pembinaan Anak Terlantar 

4. Pembinaan Penyandang Cacatan  dan Trauma 

5. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 

6. Pembinaan eks Penyandang masalah Sosial 

7. Pemberdayaan Kelembagaan Soaial 

 
Urusan Kesbangpollinmas Dalam Negeri, dengan program sebagai berikut : 
(1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

(2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

(3) Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

(4) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

(5) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 

(6) Pemberantasan Pekat 

(7) Pendidikan Politik Masyarakat 

(8) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 

 
Urusan Keternagakerjaan, dengan program sebagai berikut : 
1. Peningakatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
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2. Penigkatan Kesempatan Kerja 

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program sebagai 
berikut : 
1. Peingkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 

2. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 

3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

4. Pengingakat Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan 

5. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 

 
Urusan KB dan KS, dengan program sebagai berikut : 
(1) Keluarga Berencana 

(2) Kesehatan Reproduksi Remaja 

(3) Pelayanan Kontrasepsi 

(4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 

(5) Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 

(6) Pengembangan Pusat Pelayan Informasi dan Konseling KRR 

(7) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk AIDS/HIV 

(8) Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh 

Kembang Anak 

(9) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

(10) Pengembagan Model Operasional BKB Posyandi-PADU. 

 
Urusan  Pemuda dan Olah Raga, dengan program sebagai berikut : 
(1) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

(2) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

(3) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan  dan Kecakapan Hidup Pemuda 

(4) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

(5) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 

(6) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 

(7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 

 
Urusan Kebudayaan, dengan program sebagai berikut : 
(1) Pengembangan Nilai Budaya 

(2) Pengelolaan Kekayaan Budaya 

(3) Pengelolaan Keragaman Budaya 

(4) Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

 
Urusan Pariwisata, dengan program sebagai berikut : 
(1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

(2) Pengembangan Produk dan  Destinasi Pariwisata 
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(3) Pengembangan Kemitraan 

  

Urusan Transmigrasi dengan program sebagai berikut : 

1) Pengembangan Wilayah transmigrasi 

2) Transmigrasi Lokal 

3) Transmigrasi Regional 

 
7.2.2  Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Kedua 

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua,  maka program pembangunan yang 
akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
Urusan Pendidikan, dengan program sebagai berikut : 
(1) Pendidikan Anak Usia Dini 

(2) Wajib Belajar 9 Tahun 

(3) Pendidikan Menengah 

(4) Pendidikan Non Formal dan Informal 

(5) Pendidikan Luar Biasa 

(6) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

(7) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  

(8) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan  

(9) Pengembangan Pendidikan Luar Biasa  

(10) Manajemen Pelayanan  Pendidikan 

(11) Pengembangan Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka  

(12) Pembinaan Pendidikan Daerah  

 
Urusan  Ketenagakerjaan, dengan program sebagai berikut : 
1. Peningakatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

2. Penigkatan Kesempatan Kerja 

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

 
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan program sebagai berikut : 
1. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

2. PeningkatanPeran Serta Kepemudaan 

3. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan  dan Kecakapan Hidup Pemuda 

4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

5. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 

6. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 

 
Urusan Kebudayaan, dengan program sebagai berikut : 
1. Pengembangan Nilai Budaya 

2. Pengelolaan Kekayaan Budaya 
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3. Pengelolaan Keragaman Budaya 

4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

 
Urusan Sosial. dengan program sebagai berikut : 
1. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) lainnya. 

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

3. Pembinaan Anak Terlantar 

4. Pembinaan Penyandang Cacatan  dan Trauma 

5. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 

6. Pembinaan eks Penyandang masalah Sosial 

7. Pemberdayaan Kelembagaan Soaial 

 
Urusan Kearsipan, dengan program sebagai berikut : 
1. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 

2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

 
Urusan Kesehatan, dengan program sebagai berikut : 
(1) Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 

(2) Upaya Kesehatan Masyarakat 

(3) Pengawasan Obat dan Makanan 

(4) Pengembangan Obat Asli Indonesia 

(5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 

(6) Perbaikan Gizi Masyarakat 

(7) Pengembangan Lingkungan Sehat 

(8) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

(9) Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

(10) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

(11) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ 

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 

(12) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ 

Rumah  Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata. 

(13) Pemeliharaan Sarana dan Praasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah 

Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata. 

(14) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

(15) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

(16) Peningkatan Kesehatan Lansia 

(17) Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Makanan 

(18) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 
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Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program sebagai 
berikut : 
1. Peingkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 

2. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 

3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

4. Pengingakat Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan 

5. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 

 

Urusan Pemerintahan, dengan program sebagai berikut : 

1. Pencegahan Penyalahgunaan narkoba 

2. Pemberdayaan dan Rehabilitasi  eks Penyalahgunaan Narkoba 

3. Pemberantasan Penyalahgunaan narkoba 

 

7.2.3  Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Tiga 

 Dalam upaya mewujudkan Misi ketiga, maka program pembangunan yang akan 
dilakukan adalah : 

Urusan Ketahanan Pangan dengan program sebagai berikut: 

(1) Peningkatan Ketahanan Pangan. 

Urusan Pertanian dengan program sebagai berikut: 

(1) Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
(2) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. 
(3) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian. 
(4) Peningkatan Produksi Pertanian. 
(5) Peningkatan Produksi Perkebunan. 
(6) Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan. 
(7) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan. 
(8) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 
(9) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. 
(10) Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Keamanan 

Pangan 
(11) Peningkatan Sumberdaya Peternakan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana. 
(12) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. 
(13) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. 
 

Urusan Kelautan dan Perikanan dengan program sebagai berikut: 

(1) Pengembangan Budidaya Perikanan. 
(2) Pengembangan Perikanan Tangkap. 
(3) Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
(4) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 
(5) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 
(6) Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan. 
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Urusan Kehutanan dengan program sebagai berikut: 

(1) Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kehutanan. 
(2) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil hutan. 
(3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan. 
(4) Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan. 

Urusan Industri dengan program sebagai berikut: 

(1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 
(2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 
(3) Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 
(4) Pengembangan sentra-sentra industri potensial 

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut: 

(1) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. 
(2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. 
(3) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM. 
(4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 
 

Urusan Penanaman Modal dengan program sebagai berikut: 

(1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 
(2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

Urusan Perdagangan dengan program sebagai berikut: 

(1) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah 
(2) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 
(3) Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan. 

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan program sebagai berikut: 

(1) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi. 
(2) Pengembangan Potensi Energi Lokal. 
(3) Pengembangan Listrik Perdesaan 
(4) Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Sumber Daya Mineral dan Air serta 

Lingkungan Geologi 
 

Urusan Penataan Ruang dengan program sebagai berikut:  
(1) Program Perencanaan Tata Ruang 
(2) Program Pemanfaatan Ruang 
(3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 
Urusan Lingkungan Hidup dengan program sebagai berikut:  
(1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 
(2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 
(3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
(4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 
(5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 
(6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 
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(7) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan 
Konservasi Laut dan Hutan 

(8) Program Pengendalian Kebakaran Hutan 
(9) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 
(10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
 

7.2.4.  Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Empat  

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat, maka program pembangunan yang 
akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
Urusan Pekerjaan Umum dengan program sebagai berikut:  
(1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan  
(2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
(3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 
(4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 

Pengairan Lainnya  
(5) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan 

Sumber Daya Air Lainnya 
(6) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 
(7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 
(8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 
(9) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 
(10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
(11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik 
(12) Program Perencanaan Tata Ruang 
(13) Program Pengaturan Jasa Konstruksi  
(14) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
(15) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
(16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
(17) Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi 
(18) Program Pelayanan Administrasi Kantor  
(19) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur 
(20) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
(21) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
(22) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
(23) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
(24) Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi 

 
Urusan Perhubungan dengan program sebagai berikut : 
(1) Program Administrasi Perkantoran 
(2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur 
(3) Program Peningkatan SDM di Bidang Teknis Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika 
(4) Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kantor  
(5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 
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(6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 
(7) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 
(8) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  
(9) Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 
(10) Program Pengembangan Informasi dan Media Massa 
(11) Program Fasilitasi dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 
(12) Program Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Informasi 
(13) Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kantor. 

 
7.2.5    Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Kelima 

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima, maka program pembangunan yang 
akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 
Urusan Pemerintahan Umum dengan program sebagai berikut : 
(1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 

(2) PeningkatanPelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

(3) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(4) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 

(5) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

(6) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 

Kebijakan Kepala Daerah 

(7) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

(8) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 

(9) Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi 

(10) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

(11) PeningkatanKerjasama Antar Pemerintah Daerah 

(12) Penataan Peraturan Perundang-undangan 

(13) Penataan Program Daerah Otonomi Baru 

(14) Penelitian dan Pengembangan 

(15) Pencegahan Penyalahgunaan narkoba 

(16) Pemberdayaan dan Rehabilitasi  eks Penyalahgunaan Narkoba 

(17) Pemberantasan Penyalahgunaan narkoba 

 

Urusan Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri  dengan program sebagai berikut : 
1. PeningkatanKeamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

4. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

5. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 

6. Pemberantasan Pekat 

7. Pendidikan Politik Masyarakat 

8. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 
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Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan program sebagai berikut : 
(1) Pengembangan Data dan Informasi 

(2) Kerjasama Pembangunan 

(3) Pengembangan Wilayah Perbatasan 

(4) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 

(5) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 

(6) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(7) Perencanaan Pembangunan Daerah 

(8) Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

(9) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya  

(10) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 

(11) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 

 
Urusan Komunikasi dan Informatika dengan program sebagai berikut : 
(1) Pengembangan Komunikasi, Infromasi dan Media Masa 

(2) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 

(3) Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 

(4) Kerjasama Informasi dengan Mas Media 

 
Urusan Kepegawaian, dengan program sebagai berikut : 
(1) Pendidikan Kedinasan 

(2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 

(3) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

 

Urusan Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa, dengan program sebagai berikut : 

1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

2) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 

3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

5) Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 

 

Urusan Kearsipan, dengan program sebagai berikut : 

1. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 

2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 
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7.3  Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan  

2011-2015,  program lintas  SKPD  : 

a) Penanggulangan Kemiskinan 
Urusan Sosial : 
1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial 
2) Bantuan dan Jaminan Sosial 
3) Pemberdayaan Sosial 
4) Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

 
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak : 
1) Peningkatan Kualitas Anak  (PA) 
2) Penguatan kelembagaan PUG dan  Anak 

 
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan : 
1) Pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat 
2) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 

 
b) Peningkatan IPM 

Urusan Pendidikan : 
1) Pengembangan Sistem Pendidikan 
2) Pendidikan Non Formal dan Informal 

 
Urusan Kesehatan : 
1) Bina Gizi dan KIA 
2) Prog Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan 
3) Promosi dan Sumber Daya Kesehatan 
4) Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin 
Urusan Ketenagakerjaan : 
1) Peningkatan Kualitas  & Produktivitas tenaga kerja 
2) Balai Latihan Kerja 
3) Pengembangan Perlindungan Naker 
4) Program Penbinaan Penempatan Tenaga Kerja 

 
Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Kebijakan Umum dan Program 

Pembangunan dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel VII.1 
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 

MISI I   MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA 

SASARAN 
  STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA   PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BIDANG URUSAN 
SKPD PENANGGUNG 

JAWAB   KONDISI AWAL   KONDISI AKHIR   

(1)     Terwujudnya 
masyarakat yang 
agamis dan 
berakhlak mulia dan 
memiliki toleransi 
antar umat 
beragama.   

  Strategi: Tingkat 
Penerapan Nilai 
dan Norma 
Agama 

baik 1 Formalisasi 
syariat agama 
dalam kehidupan 
sehari-hari; 

1 Penelitian dan 
Pengembangan Sosial Budaya 

Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

Biro Kesra Setda.Prov; 

  a. Peningkatan sarana 
dan prasarana 
kehidupan 
beragama 

    2 Lembaga social 
keagamaan 
meningkat;    

2 

Penelitian dan 
Pengembangan Pemerintahan 

  BPMD; 

  b.  Pengembangan 
kualitas kehidupan 
beragama 
masyarakat 

    3 Meningkatnya 
kepedulian/kesad
aran masyarakat 
dalam 
mengurangi 
kesenjangan 
social di 
masyarakat 

3 Fasilitasi Pembinaan Olah 
Raga, Seni Budaya, Mental 
dan Spritual 

  Disporbudpar; 

              4 Peningkatan Kesejahteraan 
Anggota KORPRI 

  

  

  

  Arah Kebijakan: Harmonisasi 
Kerukunan 
keagamaan 

baik 

  

Kerukunan antar 
umat beragama 
terjaga 

5 Pemberdayaan dan 
Rehabilitasi Korban Narkoba 

  Dinas Sosial; 

  

1 Peningkatan kualitas 
beragama dalam 
kehidupan 
bermasyarakat. 

        6 Dukungan Manajemen 
Pelaksanaan Tugas Teknis  
Lainnya 
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2 Peningkatan 
kerukunan antar 
dan antara umat 
beragama. 

        7 Peningkatan Upayan 
Kesiapsiagaan dan 
Pencegahan Dini Bencana 

  

BPBD; 

    
          8 Peningkatan Kedaruratan dan 

Logistik Bencana 

  

  

    
          9 Upaya Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi 

  

  

                      

(2) Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kehidupan sosial 
masyarakat. 

  Strategi: Penanganan 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

Ada 

  

Meningkatnya 
akses masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
kesjahteraan 
social 

1 Peningkahatan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial 

Urusan Sosial Dinas Sosial; 

  c. Percepatan 
peningkatan 
kualitas kehidupan 
PMKS 

   

  

2 Peningkatan Pemberdayaan 
Sosial 

Urusan Sosial Dinas Sosial; 

  d. Percepatan 
pencapaian MDGs 
(Millenium 
Development Goals) 

    

  

  3 Peningkatan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

Urusan Sosial Dinas Sosial; 

  

  

Arah Kebijakan:     

  

  4 Peningkatan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial Bina 
Wanita 

Urusan Sosial, 
Urusan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

  

  3 Pengembangan 
kesetiakawanan 
sosial dan budaya 
masyarakat. 

    

  

  5 Pemberdayaan Potensi dan 
Partisipasi Sosial 

Urusan Sosial   

  4 Pengembangan 
kualitas kebangsaan 
masyarakat. 

    

  

  6 Peningkatan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial Bina Netra 

Urusan Sosial   
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  5 Peningkatan peran 
perempuan dan 
perlindungan anak 
serta lansia. 

    

  

  7 Peningkatan Pelayanan 
Rehabilitasi  Sosial Asuhan 
anak, Remaja dan putus 
sekolah 

Urusan Sosial 

  

  

6 Peningkatan peran 
pemuda dalam 
berbagai 
pembangunan. 

Pemuda dan Olah 
raga 

Ada 

  

Meningkat 8 Peningkatan Jaminan dan 
Bantuan Sosial 

  

  

  

7 Peningkatan 
kewaspadaan dini 
bencana alam dan 
konflek social 

    

  

  9 Dukungan Manajemen 
Pelaksanaan Tugas Teknis  
Lainnya 

  

  

  

8 Pengembangan 
wadah dan iklim 
untuk dialog antar 
serta strata social 
dan budaya. 

    

  

  10 Peningkatan Upayan 
Kesiapsiagaan dan 
Pencegahan Dini Bencana 

  

BPBD; 

  

9 Peningkatan 
kemampuan 
masyarakat 
terhadap 
penanggulangan 
penyakit 
masyarakat (pekat). 

    

  

  11 Peningkatan Kedaruratan dan 
Logistik Bencana 

  

BPBD; 

    
      

  

  12 Upaya Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi   

BPBD; 

    

      

  

  13 Peningkatan Pembinaan 
Keagamaan Daerah 

Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

  

    

      

  

  1 Pembinaan Perlindungan 
Masyarakat 

Urusan 
Kesbangpollinmas 
Dalam Negeri 

Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

    

      

  

  2 Pembinaan Politik Masyarakat Urusan 
Kesbangpollinmas 
Dalam Negeri 
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  3 Pembinaan Kesatuan Bangsa 
dan Ormas 

Urusan 
Kesbangpollinmas 
Dalam Negeri 

  

    

      

  

  4 Peningkatan Keamanan dan 
Perlindungan Masyarakat 

Urusan 
Kesbangpollinmas 
Dalam Negeri 

  

    

      

  

  1 Perlindungan dan 
Pengembangan Kelembagaan 
Tenaga Kerja 

Urusan 
Keternagakerjaan 

  

    
      

  

  2 Peningkatan Upaya HIPERKES Urusan 
Keternagakerjaan 

  

    

      

  

  1 Peningkatan Pemberdayaan 
Perempuan 

Urusan 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

BPPPA 

    
      

  

  2 Peningkatan Perlindungan 
Anak Daerah   

  

    
      

  

  3 Penguatan Kelembagaan PUG 
dan Anak Daerah   

  

    
      

  

  1 Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

Urusan Kersehatan Dinas  Kesehatan 

    

      

  

  2 Peningkatan Pembinaan 
Kesejahteraan Sosial Daerah 

  

  

                      

(3) Berkembangnya 
wisata daerah yang 
berbasis budaya 
dan sumberdaya 
daerah.   

Strategi: Tradisi dan 
Budaya daerah 

Ada 

  

Terpelihara 1 Peningkatan Pembinaan 
Pemuda dan Olah Raga 

Urusan  Pemuda 
dan Olah Raga 

Disporbudpar; 
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e. Memacu 
perkembangan 
produk wisata yang 
berbasis ekonomi 
kerakyatan dan 
sumberdaya alam, 
disertai dengan 
memperluas 
jaringan promosi 
secara efisien dan 
effektif. 

    

    

2 Peningkatan Pembinaan 
Kepemudaan 

  

  

  

f. Menumbuhkemban
gkan pemanfaatan 
kebudayaan daerah 
dan apresiasi seni 
budaya. 

    

  

  1 Peningkatan Kinerja Museum 
LM 

Urusan Kebudayaan Museum LM 

    
      

  

  2 Peningkatan Kinerja Taman 
Budaya 

Urusan Kebudayaan   

    

Arah Kebijakan:     

  

  3 Peningkatan dan 
Pengembangan Seni  dan 
Budaya Daerah 

Urusan Kebudayaan Disporbudpar; 

  

10 Pengembangan rasa 
cinta terhadap 
budaya daerah. 

  
 
 
 

  

  

  1 Peningkatan Bina Produk 
Pariwisata Daerah 

Urusan Pariwisata 

Disporbudpar; 

  

11 Pengembangan 
Pemasaran dan 
detinasi pariwisata. 

Jumlah Wistawan 
dan lama 
kunjungan  

Terlaksana   

  

 Meningkat 2 Peningkatan Pemasaran 
Wisata Daerah 

  

  

    

      

  

  1 Pembinaan pemberdayaan 
masyarakat dan kawasan 
transmigrasi 

Urusan 
Transmigrasi 

Dinakertrans 

    

      

    

2 Pembinaan penyiapan 
pemukiman dan penempatan 
transmigrasi.   
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MISI II   MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING 

SASARAN 

  
STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

    
PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BIDANG URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB   KONDISI AWAL   

KONDISI 
AKHIR 

  

    Strategi:                 

(1)     Terwujudnya 
pencapaian 

indikator 
pendidikan yang 

mendukung 
peningkatan 

pembangunan 
manusia, 

berkualitas pada 
semua jalur dan 

jenjang 
pendidikan.                                                  

a. Percepatan 
penyediaan sarana 
dan prasarana 
pendidikan 

Angka melek huruf 95,33%    97,8 %  1 Penelitian dan Pengembangan 
Sosial Budaya  

Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan; 
Dinas PU         

  b.  Peningkatan mutu 
pendidikan 

Angka rata-rata 
lama sekolah 

7,40 th   10 th 2 Pendidikan Non Formal dan 
Informal  

  

  c. Peningkatan akses 
pendidikan 
masyarakat miskin 

Angka Partisipasi 
Murni SD/MI 

98,12%   99,4% 3 Pengembangan Pendidikan Dasar  

  

    Arah Kebijakan: APK SLTP/MTs 96,18%   100% 4 Pengembangan Pendidikan 
Menengah    

  1 Peningkatan dan 
pemerataan akses 
disemua  jenis dan 
jenjang pendidikan. 

APK 
SLTA/MA/SMK 

74,22%   85% 5 Peningkatan Mutu Pendidikan dan 
Tenaga Kependidikan  

  

  2 Penuntasan wajib 
belajar 12 tahun. 

        6 Peningkatan Manajemen 
Pendidikan  

  

  3 Peningkatan 
kewirausahaan 
tenaga pendidik 
dan peserta didik. 

        7 Pengembangan Balai Teknologi 
dan Informasi Pendidikan  
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  4 Pemantapan 
pengembangan 
kurikulum berbasis 
kompetensi. 

        8 Pembinaan dan Pengembangan 
Perpustakaan  

  

  5 Pengembangan 
kreativitas anak 
didik dalam 
penelitian terapan. 

        9 Pengembangan Pendidikan Luar 
Biasa  

  

  6 Peningkatan 
kualitas manajemen 
pendidikan. 

        10 Pengembangan Deposit dan 
Pengelolaan Bahan Pustaka  

  

  7 Pengembangan 
sekolah berstandar 
nasional dan 
internasional. 

        11 Pembinaan Pendidikan Daerah    

  8 Peningkatan 
kesejahteraan 
pendidik. 

    

    

1 Pengembangan Destinasi  
Pariwisata  Daerah  

Urusan Pariwisata DisBudporpar 

  9 Peningkatan 
kemampuan anak 
didik dalam baca 
tulis Al Qur’an. 

    

    

1 Peningkatan Pembinaan  Olah 
Rag) 

Urusan 
Kepemudaan dan 

Olah Raga 

DisBudporpar 

          
    

2 Peningkatan Pembinaan 
Kepemudaan  

DisBudporpar 

          
    

3 Peningkatan Pembinaan Olah 
Raga  

DisBudporpar 

          
    

1 Peningkatan Kinerja Taman 
Budaya  

Urusan Kebudayaan   

          

    

1 Peningkatan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial Bina Remaja  

Urusan Sosial Biro Kesra 
Setda.Prov;        

          

    

2 Peningkatan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial Asuhan Anak  

  Dinas Sosial 

          
    

3 Peningkatan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial Bina Netra  
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1 Pengembangan Kearsipan Daerah  Urusan Kearsipan Badan Perpustakaan 
dan Arsip  Daerah 

                      

(2)     Terwujudnya 
pencapaian 

indikator 
kesehatan yang 

mendukung 
peningkatan 

pembangunan 
manusia, serta 

masyarakat sehat 
yang mandiri dan 

berkeadlian.                                                  

  Strategi: Angka Harapan 
Hidup 

63,45 th   71 th 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan 

  d.  Percepatan 
penyediaan sarana 
dan prasarana 
kesehatan 

Angka Kematian 
Bayi  

50 per 1000kh   24 per 1000kh 2 Peningkatan Promosi dan 
Sumberdaya Kesehatan  

Urusan Kesehatan   

  e. Peningkatan 
kualitas sumber 
daya kesehatan 

Angka kematian 
ibu 

228 per 100000kh   118 per 
100000kh 

3 Pengembangan KeFarmasian dan 
Litbang  

Urusan Kesehatan   

  f.  Peningkatan akses 
pelayanan 
kesehatan 
masyarakat miskin 

Persentase 
penduduk miskin 
memiliki jaminan 

pemeliharaan 
kesehatan 

-   100% 4 Peningkatan Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan  

Urusan Kesehatan   

    Arah Kebijakan:         5 Balai Kesehatan Olah Raga  Urusan Kesehatan   

  9 Peningkatan akses 
masyarakat 
terhadap layanan 
kesehatan. 

    

    

6 Balai Laboratotium Kesehatan Urusan Kesehatan   

  10 Peningkatan 
swadaya dan 
partisipasi 
masyarakat. 

    

    

7 Balai Pelatihasn Kesehatan Urusan Kesehatan   
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  11 Peningkatan 
pembiayaan 
kesehatan dari 
swasta, pemerintah 
dan masyarakat. 

    

    

8 Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Sosial  

Urusan Kesehatan   

  12 Pemenuhan 
kebutuhan obat dan 
perbekalan 
kesehatan. 

    

    

9 Peningkatan SDM rumah sakit Urusan Kesehatan   

  13 Peningkatan 
kualitas 
sumberdaya 
kesehatan. 

    

    

10 Peningkatan Pelsyanan 
Kegawatdaruratan di rumah sakit 

Urusan Kesehatan   

  14 Pengembangan 
sistem jaminan 
kesehatan. 

    

    

11 Perningkatan Sarna Penunjang 
Medik di Rumah sakit 

Urusan Kesehatan   

  15 Pengembangan 
sistem pencegahan 
dan pemberantasan 
wabah penyakit dan 
penyalahgunaan 
obat terlarang. 

    

    

12 Pengembangan Diklat tenaga 
kesehatan di rumah sakit 

Urusan Kesehatan   

  16 Pembudayaan 
hidup bersih dan 
sehat diberbagai 
lapisan masyarakat. 

    

    

13 Penatan hokum dan informasi 
rumah sakit 

Urusan Kesehatan   

  17 Pengendalian 
pertumbuhan 
penduduk. 

    

    

14 Pembinaan Kesehatan daerah Urusan Kesehatan   

  18 Penurunan angka 
kematian ibu dan 
anak. 

    

    

15 Pencegahan Penyalahgunaan 
Narkoba 

Urusan Kesehatan   

          
    

16 Pengembangan Diklat di  Rumah 
Sakit 

Urusan Kesehatan   

          
    

1 Peningkatan Pemberdayaan 
Perempuan 

Urusan 
Pemberdayaan 

BPPPA 
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2 Pembinaan Kependudukan dan 
Kemasyarakatan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

  

                      
(3)    Terwujudnya 
masyarakat yang 

produktif dan 
berdaya saing.          

Revitalisasi Balai 
Latihan Kerja 

berstandar 
internasional 

  Strategi:     

    

1 Peningkatan Kualitas 
Ketenagakerjaan  

Urusan  
Ketenagakerjaan 

Disnakertrans 

  g. Revitalisasi Balai 
Latihan Kerja 
berstandar 
Internasional 

BLK berstandar 
Internasional  

0%   100% 2 Revitalisasi  Balai latihan Kerja      

  h. Pengembangan 
pendidikan 
kejuruan yang 
sesuai dengan 
kebutuhan dunia 
kerja  

        3 Pengembangan Balai Produktivitas 
Ketenagakerjaan  

  

  

    Arah Kebijakan:                 

  19 Peningkatan 
kualitas tenaga 
kerja 
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MISI III   Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis 

SASARAN 

  
STRATEGI dan ARAH 

KEBIJAKAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA   

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB   

KONDISI 
AWAL 

  
KONDISI 

AKHIR 
  

   Stretegi: 

  
 
    

1 Peningkatan Ketahanan Pangan. Urusan Ketahanan 
Pangan 

Badan 
Ketahanan 

Pangan;        

(1) Meningkatnya 
pertumbuhan 
ekonomi yang 

berkualitas. 
 
 
 
 
 

(2) Meningkatnya 
sinergi dalam 

penyiapan 
pengembangan 

industri dan 
perdagangan 

berbasis 
agroindustri.                                

a. 
 
 
 

b. 
 
 

c. 
 
 
 

d. 
 

e. 

Peningkatan investasi, 
produksi dan produktifitas, 
serta ekspor 
 
Peningkatan peran 
KUMKM. 
 
Peningkatan aktivitas 
ekonomi regional berbasis 
potensi lokal; 
 
Pengendalian tingkat inflasi 
 
Meningkatkan keterpaduan 
perencanaan 
pengembangan industri 
dan perdagangan 

Pertumbuhan 
PDRB Sektor : 

 Pertanian 

 Pertambangan 

 Industri 
pengolahan 

 Perdagangan 
 

 
 

7,12% 
1,73% 
2,31% 

 
5,80% 

   
 

6,02% 
5,10% 
9,50% 

 
7,48% 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
1
0 
 
 
1
1 
 
 
 
 
 
 

Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 
Pertanian. 
Peningkatan Penerapan Teknologi 
Pertanian. 
Peningkatan Produksi Pertanian. 
Peningkatan Produksi Perkebunan. 
Peningkatan Penerapan Teknologi 
Perkebunan. 
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 
Perkebunan. 
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 
Peningkatan Penerapan Teknologi 
Peternakan Tepat Guna. 
Pengendalian, Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyakit Ternak dan 
Keamanan Pangan 
Peningkatan Sumberdaya Peternakan 
dan Penyediaan Sarana dan Prasarana. 
Pemantapan Sistem Penyuluhan 
Pertanian. 
Peningkatan pemasaran hasil produksi 
peternakan. 
 

Urusan Pertanian Dinas Pertanian 
Dinas 
Peternakan 
Dinas 
Perkebunan 
Biro Ekonomi 
Biro Keuangan 
Sekretariat 
Bakorluh 
Blitbangda 
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1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

Arah Kebijakan: 
 
Menciptakan iklim yang 
kondusif bagi 
pengembangan dunia 
usaha. 
 
Memfasilitasi 
Pengembanganan pelaku 
usaha guna peningkatkan 
aktivitas ekonomi 
masyarakat. 

Kontribusi PDRB 
Sektor : 

 Pertanian 

 Pertambangan 

 Industri 
pengolahan 

 Perdagangan 

 
 

22,34% 
21,06% 
9,87% 

 
15,00% 

   
 

24,4% 
13,6% 
12,4% 

 
15,1% 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 

Pengembangan Budidaya Perikanan. 
Pengembangan Perikanan Tangkap. 
Pengembangan Kelautan, Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. 
Pengawasan dan Pengendalian 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 
Optimalisasi Pengelolaan dan 
Pemasaran Produksi Perikanan. 
Pemantapan Sistem Penyuluhan 
Perikanan. 
 

Urusan Kelautan 
dan Perikanan  

Dinas Perikanan 
dan Kelautan 
Sekretariat 
Bakorluh 

Blitbangda 
 

  

3. 
 
 
 

4. 

 
Mengembangkan sektor 
produksi. 
 
Mengendalikan inflasi 
daerah 

     1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Pemanfaatan Potensi Sumberdaya 
Kehutanan. 
Pembinaan dan Penertiban Industri 
Hasil hutan. 
Perencanaan dan Pengembangan 
Hutan. 
Pemantapan Sistem Penyuluhan 
Kehutanan. 

Urusan Kehutanan Dinas 
Kehutanan 
Bakorluh 

 

 

 
5. 

  

Menumbuhkan sinergi 
dalam perencanaan 
pengembangan industri 
pengolahan dan 
perdagangan berbasis 
sumberdaya lokal 

         

 

    

      

    

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Pengembangan Industri Kecil dan 
Menengah. 
Peningkatan Kemampuan Teknologi 
Industri 
Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem 
Produksi 
Pengembangan sentra-sentra industri 
potensial. 

Urusan Industri Dinas 
Perindustrian 

dan 
Perdagangan; 
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1 
 
2 

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah 
yang Kondusif. 
Pengembangan Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif UKM. 
 

Urusan Koperasi 
dan Usaha Kecil 

Menengah 

Dinas Koperasi 
dan UKM 

Biro Ekonomi 
 

  

   

  

3 
 
4 

Pengembangan Sistem Pendukung 
Usaha Bagi UMKM. 
Peningkatan Kualitas Kelembagaan 
Koperasi. 

 Biro Keuangan 
 

    

      

    

1 
 
2 

Peningkatan Promosi dan Kerjasama 
Investasi  
Peningkatan Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi 

Urusan Penanaman 
Modal  

BKPMD; 

    

      

    

1 
 
2 
 
3 

Peningkatan dan Pengembangan 
Ekspor Daerah 
Peningkatan Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri. 
Perlindungan Konsumen dan Pengaman 
Perdagangan. 
 

Urusan 
Perdagangan 

Dinas 
Perindustrian 

dan 
Perdagangan; 

Biro Ekonomi 

    

      

    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Pembinaan dan Pengawasan Bidang 
Pertambangan dan Energi. 
Pengembangan Potensi Energi Lokal. 
Pengembangan Listrik Perdesaan 
Pengembangan, Pembinaan, 
Pengawasan Sumber Daya Mineral dan 
Air serta Lingkungan Geologi 
 

Urusan Energi dan 
Sumberdaya 

Mineral 

Dinas 
Pertambangan 

dan Energi; 
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MISI III MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT, DENGAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA LOKAL DAN POSISI GEOGRAFIS 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

KONDISI 
AKHIR 

Terwujudnya 
pengelolaan SDA 
yang berkelanjutan 
dan perbaikan 
kualitas lingkungan 
hidup                          

Pemulihan dan pemanfaatan 
sumberdaya alam secara 
optimal 

 

 Mengoptimalkan 
pengelolaan sumberdaya 
alam berkelanjutan 

a. luas 
rehabilitasi 
lahan kritis 

50.000 ha 52.500 ha Program Rehabilitasi dan Pemulihan 
Cadangan Sumber Daya Alam 

Urusan 
Lingkungan Hidup 

Dinas 
Kehutanan 

  b. luas 
pemeliharaan 
tanaman 
Tahap I 

50.000 ha 52.450 ha   Dinas 
Kehutanan 

  c. luas 
pemeliharaan 
tanaman 
Tahap II 

50.000 ha 52.350 ha   Dinas 
Kehutanan 

  d. Tutupan lahan Indeks 39 Indeks 63   BLHD 
Dinas 
Kehutanan 

  e. Luas kawasan 
terumbu 
karang 

2 ha 44 ha   Dinas 
Perikanan dan 
Kelautan 
 

  f. Luas 
transplantasi 
terumbu 
karang 

1 ha 20 ha   Dinas 
Perikanan dan 
Kelautan 
 

  g. luas 
rehabilitasi 
kawasan 
mangrove 

21 ha 226,5 ha   BLHD 
Dinas 
Perikanan dan 
Kelautan 

  a. Jumlah kasus  15 kasus 6 kasus Program Perlindungan dan Konservasi Urusan BLHD 
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MISI III MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT, DENGAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA LOKAL DAN POSISI GEOGRAFIS 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

KONDISI 
AKHIR 

illegal dalam 
kawasan hutan 
(illegal logging, 
perambahan 
hutan) 

Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Dinas 
Kehutanan 
Dinas 
Perikanan dan 
Kelautan 
Dinas 
Pertambangan 

  b. operasi 
pengamanan 
hutan terpadu 
dan mandiri 

11 kali 18 kali   Dinas 
Kehutanan 
 
 

  c. Keanekaragama
n hayati 

 

5 species 30 spesies   Dinas 
Perikanan dan 
Kelautan 

  d. Panjang trayek  
batas kawasan 
hutan 

250 km 1.500 km   Dinas 
Kehutanan 
 

  e. Jumlah IUU 
(illegal, 
unreported, 
unregulated) 

40 kasus 10 kasus   Dinas 
Perikanan dan 
Kelautan 

  f. Jumlah lokasi 
pertanian 
pangan 
berkelanjutan 

0  unit lokasi 8 unit 
 lokasi 

  Dinas Pertanian 
Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

        
        

 Pengendalian dan pemantauan 
pencemaran air, lahan, udara, 
dan keanekaragaman hayati 

 

a. Tingkat 
Pencemaran air 

tercemar 
berat 

ringan Program Pengendalian Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan Hidup 
 

Urusan 
Lingkungan Hidup 

BLHD 
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MISI III MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT, DENGAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA LOKAL DAN POSISI GEOGRAFIS 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

KONDISI 
AKHIR 

 Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup 

  b. Jumlah kota 
mendapatkan 
penghargaan 
Adipura 

2 kota 5 kota   BLHD 

  c. Jumlah 
perusahaan 
menyusunan 
AMDAL 

41 
perusahaan 

116 
perusahaan 

  BLHD 

  d. Jumlah 
laboratorium 
lingkungan 

 
 

O unit 3 unit   BLHD 

  e. Akreditasi 
laboratorium 
lingkungan 

 
 

0 unit 
terakreditasi 

2 unit 
terakreditasi 

  BLHD 

  a. Tingkat Kualitas 
udara 

 

baik baik Program Peningkatan Pengendalian Polusi 
 

Urusan 
Lingkungan Hidup 

BLHD 

  b. Jumlah 
perusahaan 
yang diuji polusi 
udara, limbah 
padat dan 
limbah cair 
 

15 
perusahaan 

30 
perusahaan 

  BLHD 

  c. persentase hasil 50% di atas 25% di atas   BLHD 
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MISI III MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT, DENGAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA LOKAL DAN POSISI GEOGRAFIS 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

KONDISI 
AKHIR 

uji polusi udara 
pada 
sumbernya 

baku mutu baku mutu 

  d. persentase hasil 
uji limbah cair 
pada 
sumbernya 

 

50% di atas 
baku mutu 

25% di atas 
baku mutu 

  BLHD 

  e. persentase hasil 
uji limbah padat 
pada 
sumbernya 

30% di atas 
baku mutu 

(kandungan 
B3) 

5% di atas 
baku mutu 

(kandungan 
B3) 

  BLHD 

  f. Jumlah 
titik/kota diuji 
polusi 
kendaraan 
bermotor 
 

3 titik/ 2 kota 3 titik/ 
7 kota 

  BLHD 

  a. Jumlah Titik api 
(hotspot) 

9.172 
 titik api 

1.835 
 titik api 

Program Pengendalian Kebakaran Hutan Urusan 
Lingkungan Hidup 

Dinas 
Kehutanan 

  b. Jumlah luas 
penanggulanga
n  kebakaran  
hutan dan lahan 

18.344 ha 3.670 ha   Dinas 
Kehutanan 

  Pola pengelolaan 
sampah di Tempat 
Pembuangan Akhir 
(TPA) 

open  
dumping 

sanitary 
landfill 

Program Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Persampahan 

Urusan 
Lingkungan Hidup  

BLHD 

 Pemulihan dan pemanfaatan 
sumberdaya alam secara 
optimal 

Jumlah Dokumen 
 RTR Kawasan 
Prioritas Provinsi 

0 buah 5 buah Program Perencanaan Tata Ruang 
 

Urusan Penataan 
Ruang 

Bappeda 
Dinas PU 
Dinas 
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MISI III MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT, DENGAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA LOKAL DAN POSISI GEOGRAFIS 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

KONDISI 
AKHIR 

 

 Mengoptimalkan penataan 
ruang 

Kalsel 
 

Kehutanan 

  Jumlah aturan 
pemanfaatan 
Pembangunan 
Perkotaan 
Metropolitan 
Banjarmasin-
Banjarbaru dan 
Martapura 

0 buah 5 buah Program Pemanfaatan Ruang Urusan Penataan 
Ruang 

Bappeda 
Dinas PU 
 

  a. Jumlah aturan 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

0 buah 2 buah Program Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang 

Urusan Penataan 
Ruang 

Bappeda 
Dinas PU 
 

  b. Evaluasi 
Pemanfaatan 
Ruang 

0 kali 3 kali   Bappeda 
Dinas PU 
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MISI IV   MENINGKATKAN KETERSEDIAAN KUANTITAS DAN KUALITAS SERTA AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH 

SASARAN 
  

STRATEGI DAN ARAH 
KEBIJAKAN 

INDIKATOR KINERJA 
CAPAIAN KINERJA   

PROGRAM PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BIDANG URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB   

KONDISI 
AWAL 

  
KONDISI 

AKHIR 
  

(1)     Tersedianya 
infrastruktur 
transportasi yang 
terintegrasi dan 
berkualitas serta 
meningkatnya 
pelayanan untuk 
mendukung 
pergerakan orang, 
barang dan jasa. 

  Strategi: Panjang jalan yang 
dibangun 

825 km   22 km   Program Pembagunan Jalan dan 
Jembatan 

Pekerjaan Umum Dinas 
Pekerjaan 

Umum 

a Pembangunan dan 
pengembangan  serta 
pemeliharaan infrastruktur 
transportasi 

Panjang Jembatan yang 
dibangun 

9.366 m   300 m 
dan 3000 

m 

  Dan 

b Peningkatan pelayanan 
sistem transportasi 

Terbangunnya jalan 
layang 

DED/UKL/UPL   2.500 m   Dinas 

    Jalan dalam kondisi baik 75%   75%   Program Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Perhubungan 

    Jembatan dalam kondisi 
baik 

80%   80%     

    Menurunnya 
pelanggaran angkutan 
hasil tambang dan hasil 
perkebunan terhadap  
pengendalian dan 
pengamanan lalu lintas  

139 kali   25 kali   Program Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu Lintas 

Urusan 
Perhubungan 

  

      

    Lanjutan rencana 
pembangunan 
pelabuhan laut alternatif 
di Tanah Laut  

Studi 
Kelayakan 

  berjalan   Program Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Perhubungan 

    

  Master Plan     

    Runway bandara 
Syamsudin Noor 

2.500 m   3.000 m         

    Penuntasan terminal 
regional type A 

70%   90%         

      Cakupan pelayanan 
telematika 

20%   27%   Program Perencanaan 
Pengembangan Kebijakan 
Komunikasi dan Informasi 
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(2)     Tersedianya 
infrastruktur 
sumberdaya air  
untuk mendukung 
upaya konservasi 
dan 
pendayagunaan 
sumberdaya air, 
serta pengendalian 
daya rusak air. 

c Pembangunan dan 
pengembangan serta 
pemeliharaan infrastruktur 
sumberdaya air 

Luas DI/DR yang 
dikembangkan 

7.500 %a   50% dari 
15.000 ha 

  Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 
dan Jaringan Pengairan Lainnya  

Urusan Pekerjaan 
Umum 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum 

  Luas DI/DR yang dikelola 42.086 ha   35.000 ha       

  Tersedianya data SD Air 
(WS Barito dan WS 
Cengal Batulicin) 

-   100%       

  Penanganan tebing 5 km   10 km   Program Pengembangan, 
Pengelolaan dan Konservasi 
Sungai Danau dan Sumber Daya Air 
Lainnya 

    

  Penanganan pantai 7,5 km   25 km       

  Terpenuhinya 
penyediaan air baku 13 
kab/kota 

            

(3) Meningkatnya 
akses masyarakat 
terhadap 
infrastruktur dasar 
permukiman yang 
mencakup air 
bersih dan sanitasi 

d Meningkatnya akses 
masyarakat terhadap 
infrastruktur dasar 
permukiman yang 
mencakup air bersih dan 
sanitasi 

Meningkatnya cakupan 
pelayanan penyehatan 
lingkungan permukiman 

        Program Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Air Minum dan Air 
Limbah 

Urusan Pekerjaan 
Umum 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum 

e a. Persampahan 29,89%   35%   

  b. Drainase     35%   

  c. Air limbah     36%   

          

(4) Meningkatnya 
infrastruktur public 
dan aparatur 

f Pembangunan dan 
rehabilitasi infrastruktur 
public dan aparatur 

Terbangunnya sarana 
dan prasarana publik 

-   60 unit   Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Publik 

Urusan Pekerjaan 
Umum 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum       

    Terbangunnya sarana 
dan prasarana aparatur 

1   25 unit   Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 
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MISI V MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAN BERSIH 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL 

KONDISI 
AKHIR 

(1)     Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintahan 
daerah yang 
akuntabel dan 
transparan.         
 
(2) Terwujudnya 
pelayanan publik 
yang dapat diakses 
dengan mudah dan 
cepat oleh seluruh 
lapisan 
masyarakat. 

Strategi: 
Kualitas pelayanan 
publik 

Baik Sgt Baik 
(1)               Peningkatan Kesejahteraan, 
Bantuan Sosial dan Hukum Anggota 
KORPRI 

Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

Biro Hukum 
Setda.Prov;  
 
Satpol PP;           
 
Dinas PU;          
 
Biro 
Pemerintahan 
Setda.Prov;          
 
Biro Organisasi 
Setda.Prov;         
 
Biro Humas 
Setda.Prov;          
 
Biro 
Kepegawaian; 

a.      Peningkatan kinerja dan 
disiplin aparatur yang berbasis 
kompetensi guna mendorong 
reformasi birokrasi. 

Kinerja pengelolaan 
keuangan daerah 

WDP WTP 

(2)               Penelitian dan 
Pengembangan Pemerintahan 

b.      Peningkatan peran 
pemerintah dan masyarakat 
dalam pemeliharaan ketertiban 
umum dan ketentraman 
masyarakat. 

Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) 

Cukup Baik 

(3)              Monitoring dan Evaluasi 
Pemerintah Daerah 

c. Peningkatan  pembangunan 
dan pembinaan hukum di 
daerah 

Jadwal Pelaksanaan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 

Tepat Waktu Tepat Waktu 

(4)              Peningkatan Pelayanan 
Pemerintahan Umum 

d. Pemindahan Perkantoran 
Pemprov Kalsel ke Banjarbaru 
secara bertahap 

Penegakan hokum atas 
Produk hokum Daerah 

- 100% 
(5)              Peningkatan Kapasitas 
Daerah 

e. Peningkatan kerjasama 
daerah dalam pembangunan. 

Kebebasan Sipil 
(Kebebasan berkumpul, 
berserikat, berpendapat, 
berkeyakinan, 
diskriminasi) 

61,6% 95% 

(6)              Peningkatan Pelayanan 
Kependudukan dan Kemasyarakatan 
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Pemantapan Peningkatan 
Pelayanan Publik    

(7)              Penataan Peraturan 
Perundang-undangan 

    

(8)              Peningkatan Bantuan 
Hukum Daerah 

Arah Kebijakan: 

   

(9)              Peningkatan Pelayanan 
Apirasi dan Keprotokolan DPRD 

(1)     Peningkatan akuntabilitas 
dan transparansi 
penyelenggaraan pemerintah 
daerah.    

(10)           Fasilitasi Keuangan dan 
Kapasitas DPRD 

(2)     Peningkatan kualitas 
aparatur di daerah. 

   
(11)            Evaluasi Hukum dan HAM 

(3)    Peningkatan pelayanan 
pemerintah pada masyarakat 
dan swasta.    

(12)            Fasilitasi Persidangan dan 
Hukum Daerah 

(4)    Peningkatan pembangunan 
perdesaan    

(13)           Pemberantasan dan 
Penyalahgunaan Narkoba 

(5)    Peningkatan kualitas 
peraturan perundang-
undangan, sosialisasi dan 
pendidikan serta penegakan 
hukum  aspek pemerintahan.    

(14)           Peningkatan Pengawasan 
Wilayah Pembangunan 

(6)    Pengembangan partisipasi 
masyarakat dalam bidang politik    

(15)           Peningkatan Pelayanan 
kantor Penghubung di Jakarta 

(7)    Peningkatan mekanisme 
pengawasan dan penyerapan 
aspirasi publik yang baik dan 
mudah.    

(16)           Peningkatan Pengelolaan 
Pajak dan Retribusi Daerah 

    

(17)           Peningkatan Pengelolaan 
Dana Perimbangan dan Lain-lain 
Pendapatan 
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(18)           Peningkatan Pembinaan dan 
Pengawasan Pungutan 

    

(19)           Peningkatan Pelayanan 
Kesekretariatan Dinas Pendapatan 
Daerah 

    

(20)          Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan daerah 

    

(21)            Analisis dan Formasi 
Jabatan 

    

(22)           Peningkatan Kualitas 
Penyusunan Program Daerah 

    

(23)           Optimalisasi Pemanfaatan 
Sarana Ekonomi Daerah 

    

(24)          Peningkatan Pengelolaan 
Anggaran 

    

(25)           Peningkatan Kinerja 
Perbendaharaan 

    

(26)          Pemantapan Pengelolaan 
Akuntansi dan Kekayaan 

    

(27)           Evaluasi  Pengganggaran 
Daerah kab/kota 

    
(1)               Peningkatan Pendidikan 
Politik Masyarakat Urusan Kesatuan 

Bangsa dan politik 
Dalam Negeri 

    
(2)               Peningkatan Perlindungan 
Masyarakat 
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(3)              Peningkatan  Keamanan 
dan  Kenyamanan Lingkungan 

    

(4)              Peningkatan 
Kamtramtibmas dan Pencegahan 
Tindak Kriminal 

    
(1)               Peningkatan Perencanaan 
Bidang Ekonomi 

Urusan 
Perencanaan 
Pembangunan 

    
(2)               Peningkatan Perencanaan 
Bidang ITR 

    
(3)              Peningkatan Perencanaan 
Bidang Sosbud 

    

(4)              Peningkatan Upaya 
Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan 

    
(1)               Peningkatan Kualitas 
Pemberitaan dan Penerbitan 

Urusan Komunikasi 
dan Informatika 

    
(2)               Peningkatan Pengelolaan 
Informasi 

    (3)              Pengelolaan Data Elektronik 

    
(4)              Peningkatan Komunikasi 
dan Informasi dan mas Media 

    
(1)               Peningkatan Kapasitas 
Aparatur 

Urusan 
Kepegawaian 

    
(2)               Pembinaan Pengembangan 
Aparatur 

    
(3)              Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa 

    
(4)              Pembinaan dan 
Pengembangan Kepegawaian 
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(5)              Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Mutasi Pegawai 

    

(6)              Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Hukum dan 
Kesejahteraan Pegawai 

    
(7)              Pengembangan Informasi 
dan Komunikasi Kepegawaian 

    
(8)              Peningkatan Pariwisata 
Daerah 

    
(9)              Peningkatan Pelayanan 
Rumah Tangga KDH 

    
(10)           Peningkatan  Keamanan dan  
Kenyamanan Lingkungan 

    
(11)            Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

    
(12)            Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Kantor) 

 
   

(13)           Optimalisasi Pemanfaatan 
Aset Daerah 

    

1)             Pemantapan dan 
pengembangan kelembagaan serta 
keswadayaan masyarakat 

Urusan 
Pemberdayaan 
Masyarakat  dan 
Desa 

    
2)             Pengembangan usaha 
ekonomi masyarakat 

    
3)            Peningkatan kapasitas 
aparatur pemerintahan desa 

    
4)            Peningkatan pemanfaatan 
SDA dan pendayagunaan TTG 

 


